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WAUKOrA PALEMBANG
PERATURANWAUKOTA PALEMBANG

NOMOR /l TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNANDOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNANDAERAH DAN PELAKSANAANMUSYAWARAH

PERENCANAANPEMBANGUNANOAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketenruan dari
Pereturan Oaerah KOlaPalcmbang Nomor 5 Tahun 2009
lentang Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Palembang Tahun 2005·2025 (Lemborsn
Daerah KOlaPalembangTahun 2009 Nomor05):

b. bahwa bcndasarkan perrimbangandimaksud dalarn huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Tata Cars Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Pereneanaan PembangunanDaerah.

Mengingat: I.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprajadi Sumatcra
Selatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959
Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia• Nomor1821);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 nomor 104, Tarnbahan

'" LembaranNcgaraRepublikIndonesia Nomor4421):
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pcmerintahan Daerah (LembaranNcgara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4437), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemcrintah Oaerah (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tabun 2004 NomoT 126. Tambahnn Lembaran Negare
RepublikIndonesiaNomor4438);
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Paw 1

DaJamPeraruranWalikoto.ini yang dimal<suddcngan:
1. Daerahadalah KOlaPalembang.
2. Pemerintah Daerahadalah Pemerintab KOlaPalembang.
3. Walikota adalahWalikota Palembang.
4. Sapped. adalah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.
5. KepalaBadanadalah KepalaBappedaKOlaPalembang.
6. Satuan Kclja Perangkat Dactab disinaJ<atSKPD adalah

UDSur pembantu Walikola dalam penyetenggaraen
Pemerintahan Daerah yang tet'<hn dati Sekrelarlat
Durah, Sekrelarlat Dewan Perwakilan Rakyat daerah,
Dma. Daerah, Lembep Tcknis Daerah dan Lembago
lainnya.

BASI
KE'!1;;N'TUANUMUM

TATA CARA
PEMBANGUNAN
MUSYAWARAH

PERATURAN WAUKOTA TENTANO
PENYUSUNANDOKUMEN PERENCANAAN
DAERAH DAN PELAKSANAAN
PERENCANAANPEMBANOUNANDAERAH

MEMUTUSKAN:

5. Undang-Undang "omor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan ~turan Po:rundang-undang;>n(Lembaran
Ncgara Republik Indonee.a Tahun 20 I 1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52341;

6. Peraturan Po:menntah Nomor 58 Tahun 2005 Tentan8
Penge10Iaan dan J>enancg\.ln8Jawaban Keuanlllln Daerah
(Lembaran Nepra Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor
14, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Po:merintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Po:lapor&n Keuanpn dan KlneJja lnetanol Po:merintah
(Lembaran Nepra Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor
25. Tambahalt Lembaran Negara Repubhk Indoneei.
Nomor 46141;

8. Po:raNnln Daerah Ko... Palcml>an8Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengclolaan Keunngon Daerah
(LembaranOacrahKote PalembangTahun 2007 Nomor21;

9. Po:raturan O.erah KOla Palembang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Uru.." Po:menntah Koto. Palcmbang (Lembaran
OaerahKOlaPalembangTahun 2008 Nomor6);

10. Pera.Nnln Daerah KOta Palembang Nomor 5 Tahun 2009
tentang Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kola Palembang Tabun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah KOlaPalembangTabun 2009 Nomor 5);

Menetapkan
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Tala cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan ..,balll'i .... n. tereantum datam Lrunpiran II
yanfl merupakan baiJan yang lIdo.k terpisahkan dar!
Peraturan WalikOIa Illl

Pasal3

SABOl
TATA CA.RA PENYEI.ENGGARAANMUSYAWARAH

PERENCANAANPEMBANOUNAN

Tala cam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Jang)ca Panjang Oaerah (RPJPD). Reneana Pembangunan
Jangka Menengah Oaerab (RPJMO). Rencana Kerja
Pemerintab Daerah (RKPD). Rencana St.rategis Satuan Kcrjll
Perangkat Oaerab (Rensua SKPO)dan Rencana KClja Satuan
Ketja Perangkat Oaerah (Renja SKPD) adalah scbagaimana
tercantum dalam Lampitan I yang mcrupakan bagian yang
tidal< terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal2

BABD
TATA CAR). PENYUSUNANDOKUMEN

RENCANAPEMBANGUNAN

7. Rencana Pembangunan JangkA panjang Daerah Kola
Palembang Tabun 2005-2025 yang selar\Jutnya disebut
RPJP Daerah KOla PaJembe.n& adaIah dolrumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20
(dull puJuh) tahun lerhitung sejal< tahun 2005 eampai
dengan tahun 2025.

8. Dokumen Pereneanaan Pembangunan Daerah adalah
Buku Pegangan baai pemerintah daerah daJam
melaksanakan pe~ yang didaJam.nya lCrdapal
villi. misi dan auaran dan program pembangunan.

9. MUlyawarah Pembangunan Daerah _daJah Forum
Komunilca., dengan para pemangku kepentmgan
pembangunan untuk menyebarkan VIS;. mia; dan sasarar;
dan program pembangunan.

10. Renc:e.na Pembanaunan Janglca Mencngah Oaerah yang
oclanjutnyo dI..,bul RPJMO adnlab oeballJl1acunn kelja
ba81 penyelenaoraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada muyarakal untuk kurun waktu 5
Oima) tahun ke depan dlliam meW\IJudkan clla-cita
pembangunan ..,sua! dengan ViIi·Misi Kepala Dumb
sena sebapi acuan bagi SKPOdaJam menyusun Rencans
Slrategies mumS-masmg SKPD.

11.Rencana Ketja Pemerintah Oaerah yang selol\iutnya
dlocbu' RKPO .dalah .cuan dalam penyusunan Renean.
KeJja (Rel\)a)""uap SKPO.
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Diundanglcan<II PoJ=bJna
pad. tanplS3-, :1014
SEKRETARIS DAERAH

KortJhWBANO•

).ICJ!~YAT
BItRITA DA£RAH Korol.PAl rMBANO TAHUN :ZOl4 NOMOR

2014

Agar ""nap Oral18 mengetahuinya, memerlntahkan
pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam
Berita Oaerah Kota Palembang.

Penlturan Inimulai berlaku pad-. t&ngg;U diundangkan.

BABV
KETENruAN PENUTUP

Pu&l6

Format Oaft:ar U.ulan KelPalan BelanJa Opera.ional
aebapimana dimak.ud daJam Lampiran IVyang merupakan
bqian yane ddak terploahlt&n dati Peraturan Walikota inl .•

Tatacatll PeniIalan Ueulan Kegiatan daJam ranaJ<a
penyuaunan RKPDdenpn mempenimbanskan bollot dan
niIai akor _ keterIta1taD dc:npn Reru:ana Pemban~
Janglca ~jang Durall (RPJPDJ. Rencana Pembangunan
Jangka Menenpb Oa.erah (RPJMDJ. Uaulan Oarl
Maayarakal, 'l'in&Jc.al PriorilUllya Pl:IUaanaan J<ealalan.
Aapek Kcmampuan Keuanpn Daerah dan Kebijakan
Pemenntah Plaal/Daerah adaIah sct.plmana te_but
dalam Lampiran m metUpUan bacian yang tidal<
lCrpiMhltan dari Pl:raturanwtJlkOla Ini.

Pu&l5

BABIV
TATA CAM PENIlAIAN UStJl.AN KEOlATAN

Pu&l4
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131\8 I. PENOAHULUAN
Rencnna Pembnngunan Jangka Pnnjang Oaerah (RPJPDI merupakan
8U(llU dokumen perencanaan pembongunan daerah untuk periede 20
(dua puluh) tahun, lW'Janjurny8 d.gunakan sebtlgai aCURn dalam
penyusunan Rencana Pembar\gunan Jangka Menengnh Daernh (RPJMD)
untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kelja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk tahunan, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
[Renstra $KPD) serta penyusunan RenO'tnll K"lja SatuRn KCljn Pl'rangkat
Daeroh (Renja SKPD).
A. Tahapan penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut:

a. Penarna : Penyiapan rancangan awal RPJPO.
b. Kedua : Musyawarah Perencanaan Pembongunan Daerah

(Musr=bangJ Jangka Panjang.
c. Ketiga : Pcnyusunan Rancangnn akhir RPJPO.
d. Keempat : Penetapan RPJPO dengan Peraturan Daerah.

B. Tahapan penyusunan RPJMO dan Renstra SKPO adaJah sebogai
berikut:
Penyusunan Rencann Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah untuk jangka waktu 5 tahunan mengacu pada RPJPD dengan
tahapan penyusunan sebagaJberikut
a. Pcrtama : Pcoyiapan Rancangao ."aI RPJMD.
b. KedU8 : Penyiapan mncangao Rcnstra-SKPD.
c. Ketiga : Pengintegrasian rancangan awal RPJMD dengan

rancangao Renstra-SKPO mcnjadi Rancangan
RPJMO.

d Keempat : Pelaksaaaan MusrenbanSJangka menengab.
e. Kelima : Penvusunan runcangan akhir RPJMO.
f. Keenam : Penetapan RPJMD denpn Peraturen Daerah.
g. Ketujuh : Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD.
h Kedelapan : Penetapan Renstra SKPO dengan l'eraturan WatikOla

C. Tahapan pcnyusunan RKPOdan RenJaSKPO adalah sebagnl berikut:
Berdasarka» RPJMO dan Rensua SKPD selanjutnyll dilaJcsanakan
penyusunan Rencana Kelja Pemenntah Daerah (RKPO) dan Rencano
Kerja Satunn Kelja Pl::ranako.t Daerah CRenJa SKPO) melalu i
Musrenlmng Tohunnn dengan tahapan IICbo8Ili berikut:

TATACAAA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANOKA
PANJANO DAERAH (RPJPO).RENCANA PEMBANOUNAN JANGKA Mt::N8NOAH

OABRAll (RPJMD). RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH (RKPD).
RENCANA STRATEOIS SATUAN KERJA PERANOKAT OAERAl!

(RENSTRA SKJ>O)DAN Rf:;NCANAKERJA SATUAN KERJA
PERANOKAT DA~;RAH(RENJA SKPD)

LAMPIRAN I PERATURANWALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 2. TAHUN 2014
TANGGAL 19 JIINVII~I 2014
Tt::NTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.
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SAS II. TATACARA PENYUSUNANRPJPD

Tahap Penarna: Penyiapan Rancangan A_I RPJPO. dengan langkah -
langkah eebngai berikut:
a. Membentuk Tim Penprah, Tim Penyusun dan atau Tim Teknis

penyusunan dokumen RPJP Daerah;
b. Menyusun rencana kerja penyiapan dokumen RPJP Daerah;
c. Menyinplcan Oaftal' lsiRPJP Daerah;
d. Menyinpkan data kondisi umum daerah dan melakukan analiais

dalam menyusun prediksi kondisi umum daerah kedepan;
e. Menyusun ranc:angan Vis; dan Mis. Oaerah;
r. Menyusun rancangan Arab Pembangunan Oaerah; dan
g. Melakukan soaialisasi. kon.u1tasi publik, dan atau pcnjaringan

aspirasi pemanglru-kepcnlingan (Stakeholderl pembangunan atas
rancangan RPJP Daerah.

Tahap Kedua: PenyeJengpraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah
Tata cara penyelenggaraan Musrenbang Jangl<a Panjang Daerah diatur
tersendiri pada Jampiran II Peraturan Walikota ini.
Tahap Ketiga : Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah dengan
langlcah - langkah sebopi berikut;
a. Menyusun rancangan aJdur RPJP De.Tab dengan memedukan

rancangan awal RPJPD dengan kesepakatan hasil Musrenbang.
b. Menyusun naskah akade.mi. raneangan Peraruran DaeTah tentang

RPJP Daerah.
c. Menyampaikan rancangan ak.hir RPJP Oaerah kepada Kepala Daeran

melalui Sekrelarls Daerah.
Penyuaunan rancangan akJur RPJP Oaerab merupakan tanggung [nwab
Kcpala Bappeda dengan masul<an utama huU kesepo.katan Musrenbang
Jangka PanJang Daerah untuk dlsampailcan kepada Kepala Oaerah. don
oel.aJ\iutnya d,pro ... untuk d.ttetapkan mcl1iadi Pcrnturan Daernh.

I. Keduabelu Penyu.unan RKA-SKPD (tabapan penyusunan
dikoordmir eleh Sappedal.

PenYUlunan tata care ini dimakaudkan agar cIaJam proae. pcnyusunan
dokumen perencanaan berjalan secara terpadu, .mlcron dan sinergis
... uai dengan berbagai a.piraai rnasyurakal dan prioritaa pembangunan.

g. Ketujuh
b. Kedelapan
i. KeoembihUl
j. Ke1IePuluh
k. Keaebel.a

r. Keenam

d.Keempat
e.Kelima

: Penyiapan Rancangan BWai RKPO.
: Penyiapan ......alDp" Rencana Kerja-SKPD.
: Pengmtegn .."an rancangan awnl RKPD dengan
rancangan Rencana Kerja SKPO.

: PeIakeanaan Musrenbang ,(,ahunan.
: Penyusunan rancangan akhi.r RKPO dan rancangan
awal Kebijakan Umum Anggaran •

. Penetapan NOla Ke",pe.lcatan Kebijalcan Umum
AnggMan.

: Penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota.
: Penyuaunan Priontas dan Plafon APSD.
: Penetapan Prioritaa dan Plafond APSD
. Penyuaunan Rancangan akhir Renja SKPD.
: Penetapen Renja SKPD deng"n Kepuru •• n Kopala
SKPO

a.Pertama
b.Kedua
c.Keuga
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BAS III.TATACAM PENYtJSUNANRPJMDDANRENSTRASKPD
Tahap Pertama : Penyiapan Rancangan AwaJRPJMO. dengan langkah -
langkah sebagai berikut:
B. Membentuk Tim Pcngarah dan Tim Penyusun dan atau Tim Teknis

penyuounan dolcumcn RPJMDacrah.
b. Menyusun rencana kerja penyiapan dokumen RPJMDacrah.
c. Menyiapkan Daftar lsi RPJMOaerah.
d. MenYU9unrancangan visi. misi dan program kcpaia daerah kedalam

strategl pembangunan daerah, kebijakan urnum, program prtorttas
kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah,

e. Membahas rancangan awal RPJMDdengan para Kepala SKPD,guna
disepakati sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD.

Tahap Kcdua: Penyiapan Renstra SKPD. dengan langkah-Iangkah
sebagai berikut:
a. Mempelajari visi, misi, dan program kepaia daerah terpilih.
b. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan SKPDdengan memperhatikan renstra SKPD
periode sebelumnya, rancangan awaJ RPJM daerah, capaian
keberhasUan dan permasalahan daIam rancangan dalam periode
sebelumnya, serta tugas dan fungsi SKPD.

c. Kepala SKPO menyampaikan raneangan Renstra SKPD kepada
Kepaia Bappeda sebagai masukan utama dalam penyusunan
rancangan RPJM Daerah. Khusus untuk Renstra SKPD Keeamatan
diJampiri dengan Program Pembangunan Jangka Menengah (PPJM)
Kelurahan.

Tahap Ketiga : Penyusunan Rancangan RPJMDaerah, dengan langkah­
langkah sebagai berikut:
a. Kepaia Bappeda menerima secara resmi naskah rancangan Renstra

SKPDyang disampaikan oleh Kepaia SKPD.
b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renstra SKPDdengan

SKPDterkait terhadap tugas dan fungsinya.
c. Mengintegrasikan rancangan Rcnstra SKPO dengan rancangan awal

RPJMDaerah menjadi raneangan RPJMDaerah.
d. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan

aspiraai pemangku-kepentingan pembangcman atas rancangen
RPJMDaerab.

Tahap Keempat : Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah
Daerah.
Tata eara penyclcnggaraan Mworenbe.ngJangka Mencngah Daerah
diatur tersendirl pada lampiran II Peraturan W8iikota lni.

Tahap Keempat Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah
dengan Jangkah - langkah sebagai berikut:
a. Menyampaikan naskah rancangan Peraruran Daerah rentang RPJP

Daerah olch Kepaia Bagian Hukum yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas dan rungsi hukum kepada DPRD.

b. Sebelum RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu
dikonsultasikan kepada Gubemur untuk diselaraskan dengan RPJPD
Propinsi Sumatera Selatan.
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BAS IV.TATACARA PENYUSUNANRKPD DANRENCANAKERJA SKPD
RKPO adalah Rencana Ketja Pemerintah Daerah yang prioritas
kegiatannya diterima menjad! pedoman utama daJam penyuaunan
Rancangan Anggaran Pembangttnan dan Belanja Daerah.
Tahap Penama: Penyiapan Rancangan Awal RKPD, dengan
Langkah - langkah sebagai berikut:
a. Membentuk Tim Pengarah dan Tim Penyusun atau Tim Teleni.

penyusunan dokumen RKPO;
b. Menyusun rencana kerja penyiapan dokumen RKPD;
c. Menyiapkan Daftar lsi RKPO;dan
d. Menyusun rancangan awal RKPO;
Tahap Kedua: Pelaksanaan Forum SKPO/Forum Gabungan SKPO.
dengllD langkah - Iangkah sebagai berikut:
a. Menentukan jenis Forum SKPD/Porum Oabungan SKPD sesuai

rungsi Iayanan dasar pemerintah.
b. Menentukan Tim Penyelenggara sebagai laailitator Forum SKPDI

Forum Oabungan SKPD
c. Menentukan peserta Forum SKPO/ Forum Gabungan SKPD mewaklli

SKPO terkait, .take holder, perwakilan wiJayah dan nata sumber.
d. Menyusun jadwal dan agenda pembahasan Forum SKPD/ Forum

Oabungan SKPD.
e. Membahaa rancangan 6WaJ RKPD dlrasilitasl Tim Penyelenggara

dengan masukan utama bersumber dan RenJa SKPD dan hasil
Mu.... obang Keca.matan.

r. Menetapkon rancangan akhir RKPD sebagai bohnn Mu.renoong Kota
Tahunan

Tahap Kelima : Penyuaunan Rancangan akhir RPJM Daerah, dengan
Langkah-Iangkah sebepi berilrut:
a. Mcnyusun rancangan eJchir RPJM Oaerah dengan memadukan

rancangan awal RPJMD dengan kesepakatan basil Musrenbang
b. Menyusun nsskah akademis raneangnn Peraturan Daerah tentang

RPJM Daerah.
c. Mcnyampaikan rancanpn aldtir RPJM Oaerah kepada Kepala

Dae.-.h melalui Sekretaria Daerah
Pcnyusunan rancangan akhir RPJM Daerah merupakan Utnggungjawab
Kepala Bappeda dengan muukan utama haAil kesepakatan Musrenbang
Janglta Menenph Dae.-.h untuk d'laDlp81kan kepada Kepala Oaerah,
dan selAnjuUlya d1proaea untuk dltelApkan mcnjadl Peraturan Oaernh.
Tahap Keenam : Penetap&n Pe....turan Deerah tenlAllg RPJM Oaerah.
Langkah - Iangkah •
a. Menyampalkan naekah rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM

Oaerah olch Kepal. BaaI&n lIukum aebapl penanggung jawab
pelalc$anaan tuga. dan runpi hulcum kepada Kep&IADaerah.

b. Sebelum RPJM Oaerah ditetapkan me!\jad; Peroturan Onerah perlu
melakukan konoultaai denpn propinoi. RPJM Oaerah d1tetapkan
dengan Pe....ruran Wahkota paling lambat 3 (tip) bulan aejak K~
Daerah dilantik. Pe....turan WalikOta tentang RPJM Onerah menjad!
pedoman bag; Kepala SKPO untuk menyempumakan mncongan
Ren&tra SKPO mel\.iad; Renstr8 SKPD, yang d'tetapkan oleh Kepala
SKPD.
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Tahap Ketip : Perumuaan RanCNIgan AldUr RKPD dan Renja SKPD.
denpn Iangkah - langkB.h eebaga1 berikut:
a. Membentuk Tim Pe~ dan Tim f'enyeJenspra Musrenbang Kota

Tahunan.
b. Melaktlanakan Muarenbang Kota Tabunan dengan peserta Untas

fungai Iayanan c:Iuar pemerinlah.
c. Penetapan RKPDdengan Peraturan WaJikota.
d. Penyuaunan rancangan akhir Reqja SKPO berpedoman pada

Peraturan waJiI<ota tentan& RKPD.
e. Penetapan Renja SKPD dengan Keputuaan KepaJaS D.
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TATA CARA PELAKSANMN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

BABl.PENDAHULUAN
Dengan diberlakukann)'a Undant! • Undang Nomor32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang luas dan bertanAAUIlS
jawab diberikan kepeda d"~",h. ~rlua!l8n kewenangan tef"'lC'but
menjadikan kegiatan perencanaan yang harus dilaksanakan dengan
tatacara yang semakin baik dan komprehensU.

Kegiatan pereneanaan aellUAJ Undang - Undang Nomor 25 Tahu n
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Hasional. mencakup
5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian pereneanuan yuitu .
Politik, Teknokratik, Partisipa!1f.Alas Bawah dan Bawah AIM.
Pendekatan Politik merupakan perencanaan agenda pcmbangunan
yang disampaikan oleh eaton Kepala Daerah pada seat kampanye
pemilihan Kepala Daerah dan selor)jutnya dicantumkan ke dulnm
rcncana pembangunan jangl<amenengah.

Pendekatan perencnnann pembangunan Teknokrntik dttaksanakon
oleh Satuan Kelja Perangkat Dnerah dengan menggunakan metode
atau kerangka berfikir $Osuaidengan tugas pokok dan fungsinya.
Ketertibatan Slakehold~rsdimaksudkan agar pembangunan mendapat
arahan yang Iebih lepal sesuai aspirasi kebutuhan masyarakat dan
dengan demikian masyarakat mengembangkan rasa memiliki dan
bersedia untuk bersama-sama men.anggung beban pembangunan
Pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan
merupakan instrumen sehinggIl secara teknis berbagai keputusan
dalam pclaksanaan pembangunan dirumuskan seeara bersama dari
pihak-pihak berkepenungan dan dilaksanakan sesuai jer)jang
pemerintahan. Proses perencanaan atas bawzah (Top Down PlUllni't{])
dan bawah atas (BottomUp Plonfllng) diselaraskan melalui musyawarah
yang dilaksanakan ditingkal Kelurahan, Kecamatan. Kota dan Proplnsl
Berta Nasional.

Paradigma Perencanaan Pembangunan Partisipatif merupakan
model perencanaan pembangunan KOlaPalembang yang dJpillh clengnn
kesadaran bahwa terdapal kctcrhatasan-keterbalasan kemompuan
Pemerintah unruk melaksanakan pembangunan dan pelayunan bagl
masyarakal sementara pada aisi yang lain kesadaran masyarakat tcloh
lumbuh be1"barengan dc:npn perkembangan ik:lim demokrasi pnda
dewasa ini. Sistem Perencanaan Pembe.ngunan NasiooaJ (SPPNIHomor
25 Tahun 2004 menplur bebwa mekanisme perencunaan
pembangunan ""","'pelif dilaksanakan melalui kegjatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang. Jangka Menengnh don
Tahunan. Mus)'lIwarah l~renCW1aan Pembe.ngunQll Tahunun
dilaksanakan melalul forum Mus:enb8nt! Kc:lurahan.Musrenbanl!

II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANO
:2 TAHUN 2014
19 J"NlIlIA! 2014

LAMPI RAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMF:N
PERENCANMN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
pgMBANOUNAN DAERAH.
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BAS U. MEKANISME MUSYAWARAHPERENCANAAN
PEMBANOUNAN DAERAH
1. MUSYAWARAH PERENCANMN PEMBANOUNAN JANOKA

PANJANO DAERAH
Q. Umum:

11 Muarenbang Jangka PanJ&n& Daerah merupe.kan forum
konaultasi dengan para pemanglcu·kepentingan
pembangunan untuk membahaa raneangan vlsl, rrus. dan
arah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordlnast
Kepal. Sapped.

21 Mend.pat korrutmcn para pcman&kU·kcpentingan
pembangunan yang menJadi bahan maaukan daJam
penyempwnaan ranc:anpn RPJP Oaerah.

b. Langkah·langlc.ah:
11 Pcmbentukan p,uutJa penyelenaaara Musrenbong oleh Kopala

Bappeda yang bcranggotakan unaur-unsur Pemerintah Kota
dan A_lasi Pcnguaaha Akadcmls, LSM dan pihak terkait.

2) Meny.aplcan dolcumen-<lolcumen·
RPJp Naa.onal/Provinsi dan analislsny. yang akan
digunakan dalt.m pembahasan rancangan RPJP Daernh.
RaneangM Awal RPJP Oaerah serta dllta. dan analiais
kondi.i umum daerah.
Dolcumen hasil _iaJisasi, konsultasi, dan pcnjaringa.n
aspirasi dan para peman&kU·lcepcntingan pembangunan
terhadap rancanpn RPJP Daerah.

3) Peraiapan:
Menyusun panduan pelaksanaan yang memuat durasi,
tanggaJ/waktu pelaksanaan, mekanisme, dan susunan
acara dengan lcelompok beh .. -" sebagai bcrilcut.

· Pemaparnn dan pcnyepakatan prediksi kondisi umum
daerah.
Pemaparan dan penyepakatan vlsi dan misi daerah.

· Pemaparan dan penyepakatan arab pembangunan daerah.
· Mengirim pemberitahuan dan sural undangan kepada

peserta,
4) Pelaksanaan:

• Pemaparan kondis! umum, anati... dan penyepakatan
prediksi daerah.

• Pemapamn dan penyepakatan visl dan mI.l daerah.
• Pcmapamn dan penyepakatan arab pembangunan daerah.

Merumuskan hasil lceaepekatan para pemangku
kepentingan pembengunan.

- Penyampa;.n haaiJ rumusan oleh Kepala 8appeda ..
S) Keluaran:

Mater! kesepakatan dan komitmen ha"il Musrenbang
Janglca PaI\J&ng Daerah aebaga.i boha.n utarna
penyempurnaan rancangan RPJPO.
Kepala Bappeda menyempumakan rancangan RPJPO
sehingga menJadi rancangan akhlf RPJPO sellqaJ b6han
rancanga.n Petaturan Daerah.

Kecamatan dan Musrenbang Kola dengan melibatkan scluruh
komunitas masyarakat Kola.
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- HasiJ akhir Musrenbang Jangka Panjang Oaerah yang
bc:rupa rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPO
disampalkan kepada W&hkota melaJui Sekretarla Oaerah.

6) Peserta:
Kepeeertaan Musrenbang Jangka Pa'1Jang terdiri dari
unsur-unsur Pemennlab Daerah, Durna Usaha,
Masyarakat dan OPRD.
Disamping uneur-unsur terkait dlatao, Kcpaln Be.ppede.
berkew1lJiban melJ8ikut.sertakan UlUsan dari Bappeda
ProvInli dan Kabupaten yang berbatasan dengan kota,
oerta plhak lain yang dlnnggap penting.

7) Nara aumber.
KepaIa Bappeda ""bag&! penyampai Ra.nc:angan RPJP
Daerah.
FaalUaalOr/Tenaga Mil yang mendukung penyusunan
ranc:anpn RPJP Oaerah.
FaoiliaalOr/Tenaga Mit daJam menfaallitaol pembahaoan
dan pengambtlan kepuluaan dalam Musrenbang -Jangka
Panjang Oaerah

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANOUNAN JANOKA
MItNENOAH DAERAH
ft. Umum

I) MUlrenbang Jan&ka Menenph Daerah merupakan forum
konsultaai dengan para pemangku kepentinga.n pembangunan
urrtuk menjabarkan visit misi dan arah pembangunan serta
program Kepala Daerah terpUih denpn memperhatikan
RPJPD, RPJM Nas>onaJ/ProvinSl dibawah koordlnasi Kepala
Bappeda,

2) Mendapal komitmen para pemangku kepentingan
pembangunan yang menjadi bahan masukan daJam
penyempumaan rancanpn RPJMO.

b. Langkah-langkahyang ditempuh:
1) Pembentukan panitia penyelenggara Musrenbang oleh Kepala

Bappeda yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota dan unsure
terkait.

2) Menyiapkan dokumen-dokumen:
- RPJM NasionaJ/Provinsi dan analisisnya yang akan

digunakan daJam pembahasan f'&ncangan RPJMD;
Rancangan RPJMD, Data dan anaJisis kondisi umwn
daerah; dan
Dolrumen haoil sosiahsasi, konsultaai, dan penjanngan
aspirasi dari para pemangku kepentingan pembangunan
terbadap raoc:angao RPJMO.

3) Persiapan:
Menyusun panduan pelaksanaan yang memuat durasi,
t4nggaJ/waktu pelaksanaan, mekanisme, dan susunan acara
dengan kelompok bahpMn ""ba&ai berikut .
.. Pcmaparan dan penyepekatan viIi, mi,i, dan arah
pembangunan oerta program Kepala Oacrah;

b. Pemaparen dan penyepakatan arah kebijakan keuangan
Oaerah;

c. Pemapsran dan penyepakatan program pembangunan
daerah yang me1ipUli program SKPO, Lintos SKPO dan
program Kewiiayahan; dan
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d. Mengirim pemberitahww daft surer undangan kepada
peserta.

4lt) Pelaks:pn •• n:
Pemaperan kondlsi umum daerah dan analisisnya, serta
penyepakatan prediksi daerah.
Pemaparan dan penyepakatan visi, misi, dan arab
pembangunan serta program KepaJa Oaenah

- Pemaparan dan penyepa1ca.tan arab kebiiakan kcuanpn
Daerah.

- Pemaparan dan penyepe.kaUln program pcmbangunan
daerah yang meliputi provam SKPD, Lintas SKPD dan
Prosrtm Kewilayahan

- Penunuaan baaiI kesepakatan para pemangku-kepenungan
pembangunAA.
Pembacaan hellil rumusan Musrenbang oleh Kopala
Snppeda.

5) Keluaran,
Mater! kesepalcatan dan komitmen ha.i1 Musrenbang
Janaka Menengah Oaerah sebapt bahan utama
penycmpumaan mncangan RPJMD.
Rancangan akhir RPJMD sebapi bahan rancangan
Peraturan Daerah. Proses penyempumaan menjadi
tanggungjawab Kcpala Bappeda.
Hasil akhir Muarenbang Janaka Mcnengah Daenah yang
berupa ranCMpn Peraturan Daemh tentang RPJMD
dlsampaikan kepada Wa1ikota melalui SekrCUlris Daerah,

6) Peserta;
Kcpesenaan Muarenbang J&fl8)<a Mcncngah tcrdon dan
unsur-unsur Pctncrintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat
dan DPRD.

- Disamping unsur-unsur terkait diatas, Kepala Sappeda
berkc~iban mcnglkl.lt scrtakan Utuaan dan Bappeda
Provins; dan Bappeda Kabup8ten yang berbatasan dengan
Kota, serta pihak-pihak lain yang dianggap penting.

7) Nara sumber:
Kepaia Bappeda scbagai penyampai Rancangan RPJMD.
Fasilital-Or' Tenaga_ AhIi yang mendukung penyuaunan
rancanga.n RPJMD.
Fasilisator, Tenaga Ahli dalam menfasilitasi pembahasan
dan pengambiJan keputusan dalam Musrenbang Jangka
Menengah Oacrah.

2. MUSYAWARAHPEREl'iCANMN PEMBANGUNANTAHUNAN
3.1 Pengettian

a) Musyawarab Perencanaan PembangunM (MUSRENBANG)
Daerah tahunan dila1csanakan dalam rungka mcnyusun
Rcncana Kcrja Pemerintah Dacrah (RKPD) secara tcrkoordinasi
antar pernerintah dacrah dan partisipeSI seluruh pelalru
pembangunan.

b) Kepala Sappeda mengkoord,n,uikan SKPD c1ilingkungan
pemcrintah kola daiam rangka penyusunan Rancangnn Awal
RKPD.

c) Penyusunan RKPD dimaksudkan sebagal Iandasan pedoman
penyusunan Rancanpn Kebijakan Umum Oacrah.
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oj Bahan:
Peta potensi dan pennasalahan Kelurahan.
Ookumcn Program Pembangunan Jangka Menengah (PPJM)
yang disusun melalui Musrenbang Keluraban

- Informasi dari Pemerintab Kota tentang perkiraan jumlah
dana aJokasi Kelurahan, isu-isu strategis daerah, jumlah
u$Ulan yang cI.ihasilkan pada forum seienis ditabun
sebelumnya yang telah terealisir.

- Evaluasi pelaksanaan pembangunan KeJurahan pada tabun
sebelumnya.

I) Mekanisme Persiapan:
Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang
Kelurahan. Tim Penyelenggara bertugas:
a. Menyusun jadwal, tempat dan agenda Musrcnbru'8

Kelurahan ecru mengumumkannya seeara tcrbuka L4
(empsl bel.s) han sebelum pelaksanaan agar pada
tiogkal RT dan RWdapst diselenggarakan musyawarah
warga unruk merumuskan potensi, permasalahan dan
usulan kegiatan sebagaj babanMusrenbang Kclurahan.
RumuSAAdiMmpsikan kepada LPMKuntuk dlrekap.

b. Mendampinai dan mengarahkan prose. musy"warah
w-arp dalam perumusan potensi, permasalahan dan
uaulan kegiatan

c. Menyiapkan malen dan bahan.•

d) Pemerintah KOla e.q Bappeda memfasilitasi penyclenggaraan
Musrenbang.

e) Musrenbang Tahunan eebllpunana tersebut <liatas terdirl dar!
tnhap:
1. Musrenbang Kelurahan.
2. Musrenbang Kecamatan.
3. Musrcnbang KOLalerdin dari:

a. Forum SKPD/Forum Oabungan SKPO;
b. Musrcnbana KOla;dan
c. Puca MUlrcnbana KOla.

3.2 Musrenbang Kelurahan
al TlIiuan Mens.nkronkan berbapi kebutuhlUl

maayarakat yang diperoleh dari forum
musya ...arah perencanaan dalam
musya,.-anoh W1lIp sehinllP meOjad. uaulan
lerpadu untuk dilaksanaIcan dl Kelurahan
dan atau d.bahas kembali ke tinakat
Kecamatan.

b) Waktu Selambat-Iambatnya dilaksanakan bulan
JanulJ"i, p~ pelaksanaan di&elUlllkan
kondiai Kelurahan masing-masing.

c) Penyelenggara • Kelurahan acbe,gai fasilitator pelakaanaan,
LPMKmemandu prose. diskusi/musyaw(\rah
perencanaan pembangunan melalul
mekanlame yang telah ditetapkan.

d) Peserta Komponen masyarakat di Kelurah..n (LPMK,
RT, RW. Karang Taruna dan Organls asi
&.Ial Kemasyarakatan lain ditingkQt
Kelurahan) dan Perangkat Kelurahan.
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3.3Muarenbang Kecamatan
a) TujUAfl Menstnkronlcafl basil-hasil perencanaan

partisipatif dan tingkat Kelurahan dalam
satu wilayah Kecamatan dengan rencana
pembansunan·

b) Waktu Selambat-lambatnya dilaksanakan 28
Januar! - 03 Februari Tabun 2014. proses
pelakaanaannya eli laksanakan di Kantor
Bappeda KOlaPalembang.

c) Penyelenggara Unsur aparat Kecamatan dan masyarakat
yang ditetapkan melalui mekanisme rapat
Keeamatan, Camat selaku
penanggungjawah. ketua, sekretaris dan
fasililator dipilib seeara musyawarah.

d) Peserta Anggota DPRO yang mewakili Kecamatan
bersangkutan. UTI sur aparat Kecamatan,
Utusan masing-masing Kelurahan. !"sM.
pengusaha, stakeholders yang mcwakili
kelompok, Aparat Pemerintah Kota.

e) Bahan yang eliperaiapkan:
Oakumen ren.cana tahunan maaing-masing Kelurahan
lnformas; lsu-isu strategis kola

- Rencana pembengunan di Kecamatan
- Oaltar UtUSDJI mastng-mas"'8 Kelurahan yang akan

mengikuti Muarenbana Keeamatan
I) Mekanisme. PenllApan:

- Carnat rnenetapkan Tim Penyelenggru-Il Mu.renbung
Kecamatan yang berasel dati unsur aparat Kecamatan d.n
maoyarakat.
TIm Penyelenggara bertugaa:

Pelakaanaan:
Pemaparan reaJisasi pembangunan pada tahun sebelumnya
dan pnorita4 pembangunan Kecamatan yang dtrencanakan
oleh Camat.
Presentaai prioritaa masal&h dan kebutuhan eli wilayah
KeJurahan oleh pen.1lIcilan masyanlical yang terkatt.
Menginformaailcan perkiraan jumJah dana alokasi Kelurahan
dari Pemerintah Kota dan rencana kcgJatan pembangunan
Kclurahan yana berkattan denpn Isu-iau atralegis KOla olch
Lurah.
Merumuskan .kala prioritaa kegiatan untuk tabun berikutnya
yang dilcoordinaaikan olch LPMK.
Menelapkan Utuaan Kelurahan yaTlg akan menghadiri
MuarenbaJ'lg ditin&k.alKecamatan.

II) Pembl8yut1 dibebankan peda Angaran Keeamalan
b) Huil:

Oakumen Reneana Kerja PembanSUTlan KelurahGn berist:
a. Prioritaa Kegiatan Pembangwlan yang akan didanal dar!

Atokas. D8fla Muyarakat/Swadaya.
b. Priorita. Kegiatan PembanSUfl8n y8fl8 dilakllllnakan

melalui SKPD
Dallar nama Utusan Kelurahan untuk mengikutl
Musrenbang Tin&l<at Kecamatan (sebanyak-banyaknya 5
oranlll·
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c) Penyelenggara
d) Pc""rta

bl Waktu

81
hI

a. Menyusun jad ...-aI, tempe.t dan agenda Mu=nbang
Kecamatan serta memberitahukan selarnbat-lambatnya
7 (t\\Juh)hari sebelum pdakseneon.

b. Menyiapkan bahan, kompilasl pnontas kegiatan
pernbangunan yang menjadi tangung jawab SKPD dan
materi-materi lain yang relevan .

Pelaksanaan:
Preaentasl realjsui peIaI<sanaan kegiatan
pem~ tahun sebelumnya, prioritas
permasaJahan dan rancangnn rene ..na kelja Kecamatan
oleh Carnal.
Pr-escntaaj ........ Iab dan pnorita. kebutuhan mnolng­
maaing Kelurahan sesuai fungsi yang diemban SKPO.
Penyampaian IDfonnui ISU-lSU atrateg •• dan besaran
pWon dana yanl berkaitan dengan priorltas
pembangunan dI wilayah Kecamatan ""sual Jc.,lornpok
fungal SKPOoleh Bappeda
Menetapkan priorita .• kegiatan pembangunan berdaaar
ma.lng-masing funpl/SKPO dan menuangkannya
dalatn bentuk Iknta Acara HasilMusrenbang.
Menetapkan Uluaan Ke<:amatan yang aken rnenghadirl
Muarenbang Kola_

Pembiayaan : Anggllf'an Kecamatan.
Hull:
oaftar uaulan pnontas kegiatan pembangunan di wilayah
Kecamatan sesua! rungs! SKPO untuk d1bahss pada Forum
SKPO dan Muarenbang Kota.
Dokumen rencana prioritas pembangunan jangka
menenglilh Kecamatan.
Oaftar nama Utusen Kecamntan untuk rnengikuti Forum
SKPO/ Forum Gabungan SKPO.

3.4 Forum SKPO/ Forum Gabungan SKPO
a) Pengertian Merupakan wadah bersama antar pelaku

pembangunan sesu&I rungs; pelayanan
daaar dan prioritas program pembangunan
daerah untuk metnbahas prioritas kegiatan
pembangunan hasil Musrenbang
Keeamatan dcngan SKPO atau gabungan
SKPO sebagaj upaya menentukan Rencana
Ker)aSKPO.
Selambat-lambatnya d1laksanakan pada
tanggaJ 24 - 28 Februari Tahun 2014.
Badon Perencanaan Pembnngunan Oaerah.
Utusan dari Keeamatan, SKPO terkail dQII
kelompok masyarakat yang berkaitan
langsung dengan rungsijSKPO atau
Oabungan SKPO miaal: De...ran Pendldikan
untuk Forum Pendidikan, lkatan Dokter
lndon~ia untuk Forum Kesebatan.

<I Bahan yang dlperlukan'
Oaftar Kegiatan Priontas yang pendanaannya dar!
APBNJAl'BO Propinoi.

- Rancangan Rencana Kel)a SKPO.
- Ranc:angan Awal RKPO
- oaJ'tar Kegiatan Priorita. yang dilakeo.nakan oleh SKPO
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Informas! dari Pemerintah KOla tentang prioritas dan plafon
/pagu dana indikatif untuk masing-maamg rungsi dan
:SKPD_

- BerbajpLi dokumen perencanaa.n dan regulasi yang terkait
dengan pembangunan.

f) Mekanisme
~iapan.

Menenlukan Tim Penydenaaara sebagai raailitator
Forum/Forum Oabunpn SKPD.
Menentukan jeni. Forum/Forum Oabunpn SKPD sesual
fungsi. Iayanan duar pemerintah dan pnontas program
pembangunan.
Menentukan n.... ,umber dan pe..,rta Forum/Forum
Oabunpn SKPD dan perwaldlan kelompok malyamkat yong
berkaitan langsung denpn fungsi/SKPD atau Oabungan
SKPD
Menyu,un jadwa! dan llgenda pembahasan Forum/Forum
Oabunpn SKPO serta mengumumkan secara terbuka
selambat-lambetnya 7 (tujuh) han sebelum petaksenaan.
Menyiapkan bahan/materi serta notulen untuk Forum
SKPD/ Forum Ollbungan SKPD.

Pelakeanouon:
Pemaparan dan pembahaaan prioritaa kegiatan
pembangunan menurut rancangan Rencana Kelja SKPD
oleh SKPD terkait,
Pcmaparan priontes kcgjatan pembangunan yang dlhasillcan
dan Muarenbang Kecamatan dipandu olch Tim
Penyelenggara Forum SKPD.
Verifikasi prioritas kegjatan pembangunan hosil
Musrenbang Kecamatan untuk mcmastikan pencantuman
usulan daIam prioritaS keg)atan pembangunan SKPD.
Pemaporan pneritas kegiatan dan plafon/ pagu dana
indikatif SKPD yang bersumber dati prioritas pembangunan
daerah/Rancangan Awal RKPD Kota, Proplnsi dan
Kcmentrian/ Lembaga NeglU'a olch Kopala SKPD.

g) Pembiayaan: ~ Bappeda Kola Palembang.
hi Hasil:

DoJrumcn Rancangan Rencana Kel)a Pernerintah Daerah
(RKPDIdan Rencana Kerja SKPD.
Kesepakatan prioritas dan piafon/pagu dana indikatif untuk
rnasing-masing SKPD.

- Oaftal' nama utusan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD
untuk mengikuti Musrenbang KOla.

i) In.trUmcn
Pelaksanaan:
a. Sidang Pleno I

Sidang Pleno Itenliri dan kcgiatan aebagal berikut:
- Paparan Kebijakan dan Strategj Program/ Kegiatan Kota

oleh Bappeda.
- Paparan hali! Pm Musrenbl\ng oleh ketua kelompok.

b. Sidang Kelompok (Sidang KeJompok Forum SKPD)
Sidang kelompok terdiri dan kegiatan sebagi berikut:

Valida,i hoi! Musrenbana Keeamatan dan progam
ketpatan yang menjadi kewenangan/ rugas pokok dan
t\Jngsi dati SKPD tertentu.



18

e] Bahan:
Penyiapan bahan-bahan dengan menggunakan Pedoman
Penilaian Usulan Kegiatan (aesuai Lampiran III Peraturan
Walikota inil. Bahan-bahan yang dipertukan adalah:
- Daftar Kegiatan Prioritaa hasil Forum SKPD/Forum

Gabungan SKPD yang pendanaannya dari APSD Kotal
APSD Provinsi/APBN.

- Rancangan Rencana Ketja SKPDdan Rancangan RKPD,
Informasi tentang pnoritas dan plafon/ pegu dana indikatiC
untuk masing-rnasing rungs; dan SKPD.

- Berbagai dokumen percncanaan dan rcgulas; yang terkait
dengan pembangunan.

f) Mckanisme
Pcrstapan:
a. Sappeda membentuk Tim Penyeienggara Musrenbang KOla

yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah {Steering Committee}

a. Suaunan Keanggotaan Tim Pengarah terdiri dari
un.UT Pemerintab Kota dan Stakeholders.

b. Tun Pengarah bertugas untuk mengarnhkan proses
Musrenbang agar pelai<sanaannya berjalan lanear
dan dapal rnencepai sa saran '

2. Tim Pelakaana Musrenban&
a. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana terdiri dan

uneur Pemcnnlah KOla Palernbang
b. Tim Pelakaana berN81'S untuk melakaanakan

Muayawarah Perencanaan Pernbangunan Dacrah
SCJIualaraban Panltia Penprah.

Merupakan wadah bersama ontnr polaku
pembangunan untul< mcnyelant.akan
prion... k"gialan pembongunlln huil
Forum SKPO alaU gabun8lU\ SKPD ae~
upaya menyempumalean Rencanll Kcrja
SKPO
Paling Iambal diIalcsanakan pada langgal 19
M(U'etatau 20 Maret Tahun 2014.
Badan Percncanaan Pembangunan Daetah.
UIU""" dari Forum SKPD/Forum SKPD
Oabunpn, Utusan dari Musrcnbang
Keeamatan,

bl Walelu

cl Penyclen....
d) Pcser1a

Klarifikasi usulan Program/Kegiatan dari SKPD yang
memiliki ke..-enangan/tupa pokok dan fun~ terkait.
Pcrumusan hasll SJdang kelompok dan penewpan daJtar
skala prioritas sesuai kCl'-enangan/tugas pokok dan
funpiSKPD.

c. Sidang Pleno 11 (S;dang Forum Oabungan SKPD)'
- Pemaparan basil sidang kelompok,
- Tan8llllpan Tim Penprab dan Tim p"laksana

Perumusan balil sidang kelompok menjadi hasil ..idang
Forum Oabunpn SKPO sesual dengan fungal-fungsi
umum pemerintahan,
Pengesaban basil "danll Forum Qabunsnn SKPD.

3.5 Muarenban& Kola
al Pengcnian
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c. MenW<ompilas;prioritas kegiatan pembangunan dati
Forum SKPO/Forum Gabungan SKPO dan
Musreobang Kecamatan eesuai rungs; layaoan dasar
pcmerintah dan prioritas program pembangunan;

d. Menenlukan pcserta Musrenbang Kala mewakili
SKPO lerkail, .take holder, wakiJ wiJayah don nara
.umber:

e. Menyusun tempat, jadwal dan agenda pernbahasan
Musrenbang Kala serta memberitahukan rencana
pelaksanaan aelrunbot·Jambotnya 7 (tujuh) ha.ri
eebelum pclaksanaan; dan

f Meny.aplcan bahan/mater! oerta nOlu.len untuk
MUlrenbang Kala

Pelakaanaan
... l'o:mapen.n provam dan priontas kca;atan pcmbongunan

aena plafon anggaran dati Proptllai oleh Bappeda Propmsi
b. Pemaparan dan pcmbeh.asan Ranc:angan RKPO dan

prionlal kegialan pcmbangunan lena pWon anggaran oleh
Kepala Bappcds ..

e. Pemaparan kompilali priori tal kegiatan pembangunan yang
dihuilkan dati Forum SKPO/FoNm Gabungan SKPD oleh
Tim Penyelenggara Musrenbong Kala.

d. VerifikaSi hasil kompilali priorilaS kegiatan pcmbangunan
untuk mema,likan pcneantuman usulan dalarn prioritaa
kegjatan pcmbangunan RKPD.

e. Pemaparan prioritas kegjalan dan plaCon/pogu dana
indikatif SKPO yang bersumber dan prioritaa
pcmbangunan daerah/Rancangan RKPD Kala, Prcpinsl clan
Kemenlrlao/Lembap Negara oleh Kepala SKPD.

f. Menetaplcan Rancanpn Akhir RKPD dan menctapkan
plaCoDanggaran APSO serta usuJan pembiayaan dan APSO
Propinsi, APBN atau sumber cJana Jain.

g. Penyampaian Arahan Kebijakan Umum Anggaran oleh
Walikola Palembang.

h. Penyampaian Nahan Kebijakan dan Strateg)s Program
Pembangunan Provinsi Sumatera SeJal8n.

L Paparan Pokok·pokok Pikiran Strategi Program/Kegiatan
Kola oleh Ketua OPRD Kota Palembang.

j. Paparan Kebijakan dan Strategi Program/Kcgjatan Kala
oleh Kepala Bappcda Kola Palembang.

k. Paparan Predikai Kemampuan Keuangan Daerah oleh
KepaJa BPKOKota Palembang.

I. Paparan Kebijakan dan strategis Program/ Kegjatan Kola
Palembang dan naraeumber yang terkalt,

g) Pembiayaan : dihebankan pada Anggaran Bappeda Kala
Palembang

h) Hasil(Outpull yang diinlllllkan:
Penelapan arab kebijalmn, prioritae pembengunan dan
pJafonf pagu anggaran berdasar fungsi dan SKPO.
Oakumen Ranea.ngan Akhtr Rencana Kelja Pemenntah
o."rab (RKPO) dan Rencana Kerja SKPO
Oaitar prionuol kCClAtan yang dipilah herd........ aumb<:r
pcmb .. yaan.
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3.6 Pasca Musrenbang Kota
al Pengertian Merupakan eerangJcaian .kegjao:an untuk

menyeJaraskan dan meoJaga konaistens!
antara Huil Muarenbang dengan RKPD,
RKPD dengan alokaal anggaran dan
menyediakan informasi mcngenai argumentasi
diterima .tau dilOlaknya sua~u uauIan
kegJAtan.

Terdiri dati dua kqiatan pokok acbegai benkuc
• Pe.nyuaunan RKPD, Kebijakan Umum Angpran, Prioritaa

dan Plafon APBD.
• PeoyuAunan RKA-5KPD. ptmbahasan dan ptnetapan APeD

bl Waktu PaIin& lamba~ dilakll8.nBkan pada Mlnggu I
dan II bulan April 2014.

el Penyelenqara Badan Pen:nc:anaan Pembangunan Daerah.
dl Bahan:

Dokumen nkhir R.KPD dileng)c:api dengnn dallar yang
memua~ ptrbedaan antara R.KPO dengan uauIan
Mu.renban& Tahunan buena alaaan·aI8S8nnyn.
Rancangnn Rencana Kelju dan Anggaran SKPD.
Daflar Kegjatan PnoritaS yang dilaksanakan oleh SKPD.

• Infonna,,; dan ""merintah Kota tentang priori"," dan
pieron/ pagu dana indlkalif untuk rnasing masing rungsl
dan SKPD

• Berbapi dolcumen ptreneanaan dan regula"i ynng ~erkail.
e) Mekanisme: Penyusunan RKPD. Kebijakan Umum Anggaran.

Priori.... dan Plafon APBD
Persiapan:
Boppeda membentuk Tim Eksekutive Penyusunan RKPD.
Kebijakan Umum Anggaran, PriontaS dan Plafon APeD, terdiri
dari:
I. Tim Pcngarah (~ring Comnuttee)

a) Susunan Tim Pe.ngjUahterd1ri dari .
Pengo.rah Walikota/Wakil WaJikota.
Ketua Sekretaris Daerah
Anggota I. Asisten Tata I'nIja.

2. Asisten Pembagunan.
3. Asisten Administrasi dan Umum
4. KepaJa Bappeda.
5. Kepala BPKD.

b] Tim Pengo.rah bertugas:
II Meng;arahkan proses penyusunan R.KPD. Kebijakan

Umum Anggaran, Prioritas dan Pieron Anggaran;
dan

2, Membahaa penyusunan RKPD. Kebijakan Umum
Anggaran. PrioritaS dan Plafon Anggaran dengan
DPRD.

cl Tim Teknis:
a) Keanggotaan Tim Teknis terdiri dati unsur

Pcmerintah kOla Paicmbllng;
b) Tim Tclc.... bertugas membanw Tim Pengarah

untuk menyusun RKPD. Kebijakan Umum
Anggaran. PrioritaS dan Plafon Anggaran selama
proeea pemboU1aaan denpn DPRD; dan

c) Menyiapkan bAhan/ materi pembahaaan dengon
DPRD.
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ROMt MeRTON

f) Pemblayaan : ,.,,_.._ B&~ KotaPalembana.
81 H•• U:

Dokumen Rencana KeJj. Pemerintah Ot.erah (RKPD).
Rencana KeJj. SKPD.
Nota KeaepUatan menaenai Ke Umum
Angt.ran. Prioritaa dan Plafon

I'eIaIaIanaan;
Plrnlbeba.n c!enpn Bad&n Analaran DPRD untuk
menetapkan RKPD, Kebijakan Umwn Anggaran,
Prioritaa dan PIalon Angaran.
Mendampinci SKPD dalam petnbaha.Mn Rencana KeJja
SKPD denpn maaing-mu;ng Komiai OPRD terkalt.
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BAB I. PF.NOAHUI.UAN
Oalam rangka mcla.ksanakan aza5-ams p<"nyclensgaraan

Pcmcnntahan berupa azas kcpasllan hukum, azas keteruban
pcnyclcllAAaraan negnra, azas kepcnungan umum, uzas kcrerbukaun,
azaa profesionaJitas, azas akuntabilil8S, QZ8S eli~iensi dan ru-~I"
efektivit8s maka Pcmerlntah KOLaPaJembangdaJam proees penyusunan
pcrencanaan pembangunan tahunan menctapkan indikalor keterkanan
dcngan Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPOI,
Rencana Pembangunan Jangjca Mencngah Oacrah (RPJMDI, Usul"n
Dan Masyarakat, Tingkal Mendesaknya Pclaksanaan Kegiatan, Aspck
Kemampuan Keuangan Daerah, Kebijakan Pcmerlntah Pusat j Dacrah
dan Kelanjutan Pelaksanaan Kegiatan Tuhun Lalu eerta ldentifikast
Masukan, Keluaran dan Hasil KegI8l1ln sebagal varlabel penilaian
untuk menycleksi usutan kcgjatan.

BAB n. TATA CARA PENlLAJAN USULAN KEGIATAN
A. Dasar Penilaian U5Ulan Kegiatan

Dasar penilaian usulan kegiatan terdlri dari:
I. Kelanjutan dan pel.aksanaan kegjatan tahun lalu,
2. Identilikasi Input, Output dan OUtcome.
3. Kriteria dan "anabel penilaian usuJan kcgjatan dengan obyek

penilaian kelompok usuJan kegjatan yang dibedakan menjadi:
a. Kelompok Kegiatan Ek$temaljOurwardjPublik adaJah

kegiatan-kegiatan dengan keluaran yang langsung berkaitan
dengan pelayanan kepada masyarakat; dan

b. Kegiatao ln1enlill/Inward/Aparatur adaJah kegiatan-kegiatan
dengan keluaran yang berkaitan dengan pelayananj
dukungan pada unsur pemerintahan dan tidak Jangsung
berkaitan denjpll1 petayanan kcpada masyarakaL

B. Tahapan Penilaian usulan Kegiatan
1. Kelompok Kegiatan Absolur yanu kegiatan yang menjadi dasar

pclaksanaan dan argumentasl dan kegiatan-kegiatan lain dengan
output yang bersifat mcncntuknn terhadap klnerja Pemerintuh
KOla Palcmbang seeara keseluruhan. Kelompok kegiatan Ini
terdLri dari , Musyawarah Perencanaan Pcmbart«Unan Jongkn
Punjang. Musyawarab Pcrencanaan Pcmbangunan Jangkn
Menengah, Musyawarah Perencanaan Pcmbangunan Tahunan
(dsri Musrenoong Kelurahon sumpai Penetapan RKPDI,
Penyusunan API:IO, Perhltungan APSD, Penyusunan LKPJ,
PenyusWUIJI dan Pcnerbitan Proc:Iuk Hukum Dnerah, Survey
l'engukuran Indd,s Kepuasan Layanan, Fasilitasi Pcmilihan
Umum dan ""mlll""n Kcpa'" Ollerah _ keptan·kegj9tan lain

PEDOMAN PENlVllAN USUVIN KEGIATAN

VlMPlRAN lD PERATVRAN WhUKOTA PALEMBANO
NOMOR z: TAHUN 2014
TANGGAL Z9 JI//.IVIIRJ 2014
T):;NTANG
TATA CAM PENYUSUNAN OOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN OAERAH DAN
PEVIKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.
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yang memilikj siCat WlI,jib.Usulan kegiatan dalam kelompok
kegiatan ini wajib untuk d1Dia)'IU dengIm besaran pembiayaan
yang nlSlOnaI setc:Iah tcrlebih Clahulu dlcermati idenUfikasi
indikator kinerja keluarannya.

2. Kriteria Kelanjutan Oari Pelaksanoan Kegiatan Tahun LoJu
Kri~ria ini terdiri dan:
... Kdompok kegiatan MuItt Yeara yaiN keg,atan yang t.clah

diaepakau untuk d1b...yai selama beberape tahun anggaran
denpn tabapan pencapaian keluaran yang dltetapkan secara
tahunan. Untuk uaulan-usulan kegiatan yang tcrmasuk pada
kriteria Inj selanjulnya djcermati dcngan melakukan
identifika.i masukan, ke1uaran dan baa,l dan ke&>atan
terwebut tctap; tidak 1agj d.nilai betda ......Kriteria dan Varlabel
Penilaian U.ulan KelPatan.

b. Kelompok kegiatan yang berdasarkan presee pelnksanoan
pekerjaan terdiri dati tahapan·tahapen yang dilaksannkan
aec:ara berurutan dc:ngan beban &n1ll!Df1Ul yang
penplokaalannya per tabun angpran, miaa) : penyusunan
Fec.sibiltlll Stud;"" pede tabun 2013 dilarljutkan dengan
penyusunan Detail Engineering Design poda tahun 2014 dan
pembangunan kontruksi pede tabun 2015.
Untuk uaulan·ulutan kc:gjatan yanC tenTl4auk perla krileria
ini selanjutnya dicermati dengan melakukan idcnlilikasi
masukan, keluaran dan haail dnri kegiatan tersebut dan
aelanjutnya dinilai berdasar Kriteria dan Vnriabel Penilaian
Usulan Kegistan:
1) Kriteria dan Vanabel Keterkaitan dengan RPJPD/RPJMD

poda aapek kebljakan, pnontal dan prosro.m;
2) Kriteria dan Variabel Tingkat Mendesaknya Pelaksanaan

Kegiatan; dan
3) Kritcria dan Variabc:1Keterkaitan dengan Aspek Keuangan

Daerah.
Unruk usulan-usulan kegiatan yang tidak memenuhi dua
kritcria tersebut diatas langsung dieermati dengan melakukan
identilikasi masukan, keluaran dan basil dan kegiatan.

3. Identilikasi Masukan, Ke!uaran dan HasiI
Kriteria ldentifikasi Masukan, Keluaran dan Hasil mcrupakan
k:riteria untuk melihat aJruntabilitas dnri suatu usulan
kegiatan dan c:limsksudkan sebagai instrumcn untuk
menjarnln bahwa proses perencanaan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran telah dilabanakan aesuai dcngan data
/ inIormasi pcnnaaaIahan dan pilihan metode penanganan
penneMJ·ban terac:buL

Masukan merupakan indikalor untuk melthat perencanaan
kebutuhon dana. pera1atan, SDM dan metode pelakaanaan
kegiatan sebagai prasyaral pelaksanaan kegiatan sehingga
dapat lerwujud keluaran yang dJrencanakan dcngan teknis
pelakaanaan yang ..,aua.i denpn kaidah dan norma yang
ditenlukan.
Keluaran merupakan indikator untuk mellhat pencapaian
kine')a langsuna dan proses pelaksanaan kegiatan dengan
memanfutkan dana, pera)atan dan SDMyang teraedia ..,ouai
metOde yang tepat dan benat
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Hasil merupakan indikator untuk melihat pencapaian kinerja
berkaitan denpn berbapi keluaran dari kegjatan lain
sehmgp lUnga' Y'Ul8 dilIarapkan dapat berjalan.
Usulan kegiatan denpn identifiboi Maaukan. Keluaran dan
Huil yang tida.k jetas, lengl<ap dan memadal tidak
ditindaklanjuti untuk dinilai berdasar Kriteria dan Vanllbel
Penilaian Usu1an Kqjatan _ dikcmbalikan kepeda SKPD
untuk cbsempurnakan.
Uaulan kegiatan dcngan Idcntifika$i Masukan. Kcluaran dan
Hasil yang jela•• lengkap dan mcmadai d,tindaklanjuti untuk
dinilai berda.... Kriteria dan Variabel PenUaian Usullln
Kealatan

4. Knteria dan VariAbelPerula.an U.ulan KCjp8tan Ekoternal:
4.1. Keterkaltan denpn RPJPD/RPJMD pada aspek:

.. Visi nu...
b. Kcbijakan, prionta., program.
c. Tcmatik tahunan KOlaPalemoonl.

4 2. Keterlcaitan dcnpn uaulan maeyarakat berupa:
a. Dokumen Musrenbang KecamalAn.
b. Laporan survey aspu·.. imaayarakat.
c. Usu1an Langsung Masyarakal melalui Kunjungan

WalikOIA-Wakil WalikolA/DPRD. Unit Pengnduan
Masyarakat. Media Massa

4.3. Keterkaltan denpn Tutgkat Mendcsaknya Pelaksannan
Keglatan:
a. Dampak Kegjatan
b. Waktu Pelaksanaan.
c. Kondiai Lapangan

4.4. Keterl<aitan dengan Kebljalcan Pemerintah PuSBt/
Provinsi/Daerah Lain:
a. Sifat Urusan.
b. Tingkat Urusan.
c. Amanat/Kesepakatan dengan Pemerintah Pusat/

Provinsi/Daerah Lain.
4.5. Berkaitan dengan Aspek Keuangan Dacrah yang

meliputi:
a. Pembebanan Anggaran Daerah,
b. Kemampuan mendukung peningkatan pendapatan

daerah.
c. Kemampuan mendukung peningkatan perekonomian

daerah.
5. Kritcria danVariabel Penilaian Uaulan Kegiatan Internal:

5.1. Keterkaltan dengan RPJPD/ RPJMD pada aspek:
a. Visi misi.
b. Kebijakan, prioritas. program
c. Tematik tahunan KOlaPalembang.

5.2. Keterkaitan dengan Laporan Survey MllIlIIJemen
Pemerintahan:
a. Laporan Hasil Monitoring. EvaJullsi dan Forum ~ian

Penyel~ Pemerintahan.
b. Laporan HuiJ Survey Indek. Kepuasan Layllnon

Maayarakat.
e. Informasi dar! Med... Mu .... UPMdan Sumber Lain.
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5.3. Keterl<aitan dengan Tingkat Mendesaknya Pelaksanaan
Kegiatan:
a. Dampak Kegiatan.
b. Waktu Pe1.aksanaan
c. KelCTkaitan dengan pcngembangan Good Governance.

5.4. Keterkaitan denpn Kebijakan Pemerintah
Pusal/Provinsi/Daerah Lain:
L AmanaI/I.nsttuk8i Peraturan Perundang- undangan.
b. Keocpa!catan dengan Pemerintah Pus.!1 Provineil

Daerah Lain.
c. Tindak LanJUI Peraturan Perundang-undan.gan.

BAB Ill. PETUNJUK PENlVJA.N USUI.AN KEOIATAN;
A. Ketentuan Umum PeniJalan;

I Prioritaa Uauian kcgIatan d.dasarkan pada keterkaitan antara
aubotanli kcaintan dengan knltna Ivanabel

2 NilaJlaitcrio Ivariabel bcnIaaar range sebe.p.. berikut:
a Tlngi : 5
b. S<:dang: 3
c. Rcndah: I

3. N'ilai capaian dipcroleh dan haon PCTkalian antara jumlah nilai
lailcria IITan_bel c1tkalikan dengan prosentasc bebot,

4. JumJah niIai capalan meTUpakan nUai ako re.
S. N'ilai Ikon: dapcrgunakan untuk mcnentukan rangkingfpriontas

kegiatan.

B. Petunjuk Pengio..." Nila.iSkon: Untuk Kegiatan Ekslema1:
1. Ketcrkaitan Ocnpn RPJMD

a. Viai-Misi
NiIa.i 1 apabila. basil kesiatan tcrkail secara tldak lang;sung

dengan vim-miai kota.
Nilai 3 ap8.biJa hasil kegiatan memiliki keterkaitan

Iangsunc dengansatu itemvisi-misj kota.
NiIa.i 5 apabiJa basil kegiatan memiliki keterkaitan

langsung dengan lebih dan satu item viai-miai
kota..

b. Kebijakan, Program, Prioritas
Nilai 1 apahiJa keluarao kegiatan tidal< berkaitan secara

langsung denpn kebijakan, program, prioritas_
Nilai 3 apabila keluaran kegiatan berkaitan dengansatu

kebijakan, program, prioritas.
NiJai 5 apabila keluaran kesiatan berkaitan dua/lebih

kebijakan. program. pnorita",
c. Tematik Tahunan Kota Palembang

NiJai 1 apabiJa keluanm kegJatan tidal< terkail dengan
tematil< tabunan kota.

Nilai 3 apabila keluaran kegiatan mcndukung perwujudan
tematik tabunan kota

Nilai 5 _pahala keluaran kegaalan mcwujudkan lcmatik
tahunan kota.
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2. Usulan Masyarakal
a. Musrenban& Kecamatan

NIlaI 1 ~bIla USUIan keglatan dIusulkan 1 (saru)
kccamatan.

Nilai 3 apabila usulan kegiatan eliusulkan 2 (dua)
kccamatan.

Ni.1ai 5 apabila u.ulan kegiatan diusulkan 4 (empatl
kecarnatan.

b. Survei Aspita ... Ma8YlU1lkat
Nilai 1 apabila u.ulan kegiatan tidak ada dalam h8.1I

lUl'Vei aspires" masyarakaL
Nile! 3 apabile usulan kqiatan menjaeli ueulan prioritaa

keemp"l .. mpou ketujuh daIam h... U aurvei
uplrui maeyaraltaL

Nilai S ap"bila usulan keptan mcnjadi usulan prioritaa
pc:ruma .. mp"i kelip daIam hull survel aapirasl
muyaralcaL

c. U.uIan L&npuns dan Masyarakal melalUJ KunJunpn
WaJiIcota-WaIol Walikota. OPRD. Unit Pelayanan
MasyaraItat. Media Maasa:
Nilai I apabila uaulan kca;iatan tidal<rnA.uk daJam usulan

lanaauns·
Nilai 3 apabila u.ulan kegiatan diajukan seru sllmpo.l

dengan Urns kaJi.
Nila! 5 apabiJo usutan kegiatan diajukan lebih dori lima

kall,
3. TingkalMendeaaknya Pelaksanaan Kegiatan

a. Oampak Kegiatan
Nilai I apabila keluaran kegialan tidal< berpengaruh

terbadap kerugian yang lebih besar (netral).
Nilai 3 apabila keluaran kegiatan dapat mengurang,"tau

mencegah kerugian pada fungsi tertenru.
Nilai S apabila keluaran kegialan dapatmcngwangj atau

menc:eph kerugian elibe~ fungsi.
b. WaktuPeIaksanaan

N"ilai 1 apabila kegiatan dilaJrukan ndak terikat waktu
tertentu.

NiJaj 3 apabila kegiatan dapat ditunda satu labun.
Nilai 5 apabila kegiatan haNSdi1aksanakan tahun in;'

c. KonelisiLapangan
N"ilai I apabilabukan merupakan keadaan darurat,
Nilai 3 apabila penanggulangan keadaan darurat pada

wiIayah terbatas.
Nilai 5 apabila pc:nanggulangan keadaan darurat pada

wdayah yang luas.
4. Kebijakan Pemerintah Puut/Provinsi

a. Urusan
Nilai 1 apabila usulan kegiatan tidak merupeJcan urusan

WIlJib/pilihan.
NiW 3 .p"bila uaulan kegiatan merupakan uruaan

pilihan.
NlIai 5 .p"biIa usulan keptan merupalcan urutl8ll wajib.
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C. Petunjuk Pcngisian NiIaiSkore Unwk Kegiatan Internal
I. Ktterkaitan Dengan RPJMO

a. Visi -Misi
Nilai 1 apabila b.asiIkegjatan terkait secara tidal< Iangsung

denpn vili-mi .. kola.
Nilai 3 apabiJa ho.siJ kegiatan memiliki keterkaitan

Janpung dengan satu Itemvisi-mJsj kota.
Nilai 5 apabiJa hesil kegintan mernllik.i keterkaltan

Jangsungdengan Iebih dan I8tu item viai-mis, kola.
b. Kebljakan, Program, Prioritaa

Nilai I apabila keluaran kqpatan t1dak bc:rkaltan I1CC8t'8
lanpung dengan kcbijakan, Pf'08)'1llJl,priOrita8

Nilai 3 apabila keluaran keiiatan berkaltan dengan satu
kebljakan, progam. priontal.

Nil815 apabila kcluaran kegiatan berkaitan dun/lcblh
kcbljalcan, program. priorita •.

b. Tingkat Urusan
Nilai 1apabila uaulan kegiatan merupakan UCUS8.n

t'emerintab.
Nilai 3 apabila usulan kegja.tan merupakan urusan

Pemerintah Provinsi.
Nila! 5 apabila usulan kqpeten mcrupakan uruaan

Pemcnntah Kola.
c. Arnanat/Kesepakatan Pemcrintah/Provinsi/Daet1Ih Lain

Nilai 1 _pabila uauIan ke&iatan bukan amanat!
kcscpakatan pemerintah/ provlnsi.

Nilai 3 _pabila uaulan ke&iatan muupakan amanat IAnpa
kcacpakatan pemerintah/provinsl.

Nilai 5 apabila uaulan kqpatan merupakan amanat
denpn keOC:pUatan pemenntah!provinoi.

S. Aapek Keuan&an Dacrah
_ Pembc:banan AnQ:;anul O..crah

Nilai I apabila sepenuhnya menggunal<an APeD Koto.
Nilai 3 apa.bila sharing APBDKota lebih dan 50%.
Nilai 5 apablla sharing APBO KOlA kurang dan 50%.

b. Kemampuan Mendukung Peningkatan Pcndapamn On~rah
Nilai I _pabila kcluaran kqpatan tidal< berkaitan dengan

peningkaltU\ pendapa.tan daerah.
Nilai 3 _pablla keluaran kegiatan mcndulcung peningkatan

pend_paten daerah,
Nilai 5 apabiJa kcluaran kegjatan mcmberikan kontribusi

Ianpung terhadap pendapatan daerah,
c. Kemampuan Mcndukung Peningkatan Perekonomian

Oacrah
Nilai I Ilpabila mendukung peningkatan perekoncmian

daerah berkaitan dengan satu sektor usaha,
Nilai 3 apabila mendukung peningkatan perekonomian

daerah berkaitan dengan dua scktor usaha.
Nilai 5 apabila menduJcung peningkatan perekonomian

daerah berkaitan dengan lebih dari dua sektor
usaha.
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c. Tematik Tahunan KOla Palembang
Nilai 1 apabiJa kduaran kegiatan tidak terkait dengan

keluaran kegUlt9.nmendukung pelWl.\iUdantematik
tahunan kota.

Nilai 3 apabiJa keluaran kegiatan mendukung perwujudan
tematik tabunan kota.

Nilai 5 apa.biJa keluanw kqpatan m~udka.n tematik
tabunan kota.

2. Keterkaitan denglUt Laporan Survey Manajemen
Pemerintahan
a. Lapo..." Hastl Monllonng dan E'nIIuaai Penyelenggaraan

Pemcnntahan Keeamatan / Kelurahnn
NUai1 apabila usulan kegiatan dlusulkan due

Kecamatan/ SKPD
Nila>3 apabiJa uaulan kegi8tan diuaulknn Usa

Keeamatanl SKPO
NII• .i 5 apabiJa ulUlan keglatan diusulkan empat

Kecamatan /SKPO.
b. Laporan H•• il Survey (ndeks Kepuaaan Laynnan

Masyara.kal
Nilai I apa.biJauaulan keptan tida.k ada dalam Laporan

Hui! Survei lndeka Kepuaaan Layonan
Masyarakal.

Nilai 3 apabiJa usulan kegiatan menjadi usulan prioritas
keempat ... mpal ket\lluh daJam Laporan IlasH
Swvei Indeks Kepuasan Layanan Masya.rakaL

Nil.ai5 apabila usulan kegiatan menjadi usulan pneritas
pertama aampa..ikelip dalam Laporan Hasil Survei
Inden Kepuasan Layanan Masyarakal.

c. lnformasi dari Media Massa, Unit Pengaduan Masyarakal
dan Sumber Lain
Nila; 1 apabila usulan kegiatan tidak terdapat dalam

infonnasi media massa, Unit Pengaduan
Masyarakat den .umber la.in.

Nilai 3 apabila usulan kegiatan terdapat dalam informui
media maasa. Unit Pengaduan Masyarakal dan
sumber Jain dengan frekuensi kurang dari lima
kali.

Nilai 5 apabiIa usulan kegiatan terdapat dalam informasi
media massa, Unil Pengaduan Masyurakat dan
"umber Ja.in denpn frekuensi lebih dari lima kaIi.

3. Tingkat Mendesaknya Pelaksanaan Kegiatan
a. Oampak Kegialan

Nilai I apabila keluaran kegiatan berpengaruh/berkait
dengan I (satu) kegiatan lain.

Nilai 3 apabila keluaran kegiatan berpengaruhI berkait
dengan leblh dori I (""tu) kegiatnn lain,

Nilai 5 apabLia keluaran kegiatan berpengaruh/berkail
denpn Icbih dan 3 (uga) keglalan lain.

b. Waktu Pelak.aanaan
NUai I apabila kegialan dilakukAn udak lerikal waktU

tertentu,
Nilai 3 apabiJa kepatan d.apa.t dltunda MtU tahun.
Nilai 5 apabila kegiatan harus dilaksanakan tohun Inl.



c. Keterkaits.n dengan pengembangan aspek elisienai,
eCektiYitas dan traIlSpanmsi penyelenggaraan
pemenntahan
Nilai 1 apabiJa tidak terkail denpn aspek eliaicnsi,

dekuvitas dan Iran.paranai penyelenggaraan
pemc:rintahan.

Nilai3 apabila lerkait dengan salah satu aspek efisienai,
efekbvilas dan Iran.paranai penyelenggaraan
pemerintahan.

Nilai 5 apabtla lerlrait dengan lebib dan satu aapek
ICfie.enei, c,(ektavita. dan ttanape.ronlli
penyelell8illfll8Jl pemerintahan.

4. KebUakan ~mc:nntah Puaal/Provin.i
a. Amanat/ln.lrUkal "" ra lUran ""rundang- undangnn

Nilal 1 apabtla u.uIan kqpatan Udak dianuu1alk4n1
diinalrUkSlkan ~turan Perundang-undangan,

Nllal 3 apablla uaulAn keglalan diamanatkan/
diinalru)UIlItan oleh ~raturan Perundeng-
undangnn aelingkal Keputuaan Preslden/ Menleri.

Nilai 5 apablla u.uIan kegiatan diamanatkanl
diinstruksikan oleh ""raturan ~rundan8-
undangan setingkal Undang-undang/ Peraturnn
~merintah

b. Kesepalcatan dengan ""merintah Pusat/Provinsl/Oaerah
Lain
Nilai I apabila usulan kegiatan bukan merupakan lindak

IanJUl dan keaepalcatan dengan Pemerintah Pusat
/ProvinsL

NiIai 3 apabiIa usulan kegjatan merupakan tindak lanjut
dar! kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten
alau Kota laindengan sharing APBO.

Nilai 5 apabila usulan kegjatan merupakan tindak Ianjut
dari kesepakatan dengan Pemerintah Pusatl
ProYinsi dengan pembiayaan dari APBNdan APBO
Provinsi.

c. Tindak Lanjut ~ ~ndang-unda.ngan
NiIai 1 apabila usuJan kegiatan merupakan pengaturan

lebih Ianjul Peraturan Perundang-undangan tetapi
bukan merupaIcan prioritas daerah.

Nilai 3 apabiJa usuten kegjalan merupaknn pelaksancan
lebib 1az1jut~turan Perundang-undangan dan
merupaltan prioritaa daerah yang berkai! dengan
implementasi teknis.

NiIai 5 apabila usulan kegjatan merupakan pengaturan
lebib Ian)Ul ~raturan Perundang-undangan dan
merupakan priorila8 daerah yang berka'l dengan
pengembangan salem dan prosedur ketja
pemerintah.
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D. Pemberian Nilai Sobol Untuk Kr'iter-ia /Variabel Penilaian
Kegiatan Eksternal:
I. Keterk.eitan dengan RPJPD/RPJMD pada aspek:

a. Visi mi$i.
b. Kcbijakan, prioritaa, pl'OlJ"ll'1.
c. Tematik tahunan !CotaPaiembang.
Diberikan bobot sebesar 30%

2. Keterkaitan denpn usuJan masyaralcal berupa:
L Dokumen Musrenbang Kecamatan.
b. Laporan survey .. pira •• maoyarakat.
c. U.uJan lArtgsung MasyaraJeat melalui Kunjungan

Walikota/DPRD, Un.t Penpduan Masyarakal, Media
Mana.

Diber!kan bobot sebeaar 2M~
3. Ket.erkaitan dengan TingJcat Kcmendcat\ka.n Pelaksannan

K"giat4n:
• DampaJc Kegjatan
b. Waktu Pelakaanaan.
c. !Condi.i Lapangan
Dibcrikan bobol sebear ~

4. KCll>rkailAndengan Kebijakan Pemerintnh Pu.nl/Provlnei:
•. Sifa! Uruaan.
b. Tinglau Urusan.
c. Amanat/Kesepakatan dcngan Pcmerintah PusatjProvinsi.
Dibenkan bobo! sebesar I~%

S. 8erkaitan denpn Aapek Keuangan Dacrah yang meliputi :
a. Pembebonan AnggllnUl Daerah
b. Kemampuan mendukung pening)catan pendapatan daerah
c. Kema.mpuan mendukung peningkatan perekonomian

daerah
Diberikan bobot sebesar 10%

E. Pemberian Nilai Sobol Untuk Variabel / Kriteria Penilai.an
Kegiatan lnrema1:
1. Keterkaitan dengan RPJPD /RPJMD pada aspek :

a, Visi- miai,
b. Kebijakan, prioritas, program.
c. l'ematik tahunan Kate. Palembang.
Diberikan bobot sebesar 30%

2. Keterkaitan dengan Laporan Survey Manajemen
Pemerintahan:
a. Loporan HasiJ Monitoring dan Evaluasi Pcnyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan/Kelumhan.
b. Laporan Hasil Survey Indeks Kepuaoan Layanun

Masyarakal.
c. lnformasi dan Medla MaMa, Unit Pengaduan Masyarakat

dan Sumber Lam.
Diberikan bebot sebesar 30%

3. Ket.erkaitan denpn Tingkal Kemendesakan Pelaksanaan
Kegiatan:
a. Dampak Kegiaum.
b. Waktu P"laIaIanaan.
c. Kelerka.itan dengan pengembangan Good Ooll6m(lllcc.
Diberikan bobo! .. beIlIU' 20%



)1

,-

4. Ket:erk:aitan dcnpn Kebijakan Pemerintah
Puaat/Provin8i/Kabupaten atau Kola Lain
a. Amanat /lnalnlkai Peraruran Perundang- "Dd'npn.
b. Ke.epUaIaD denpn Pemerintah Pusat/ Provinal/

Kabupaten lUau Kola Lain.
c. Tindalc Lanjut I'mlturan l'erundang-wlCiangaJl.
Diberikan bobot .ebesar 2~
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Palembang, .
Kepala SKPD ..

lNDI((ATOR TOLAK UKUR KEGIATAN TAROET
KlNERJA -

Masukan Pendanaan SOM Sarana
dan Prasarana Melode

Keluaran

Hasil

ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN/SUB KEGlATAN -No. URAIAN I VOLUME JUMLAH
1. Belania Pezawai
2. Baranz dan Jasa
3. Perialanan Dinas
4. Pemeliharaan

A. FORMAT OAFTAR USULAN KEGIATAN BELANJA OPERASIONAL
SKPO :
FUNOSIONAL :
PROORAM
KEOlATAN

LAMPIRAN Vi PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TANGGAL 1.9..}I/N{//iR/ 2014
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.
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Penila;KeNO Kelompok

Kriteria/ VariabeJ NiJaj
Sobot NiJaj

VariabeJ Caoaian
I l 3 4

I. Keterkaitan dengan
RPJPOjRPJMO
a. Vial·DUal
b. Kebuakan. prioritu. program
e. TemaUk Tahunan Koto

Paiembano
Jumlah .... x 30% ....

2. Usulan Masyarakal
a. Ookumen Muorenbang

Keeamatan
b. Laporan a~ apirui/indeka

kepuasan I~anan rnaayarakal
c. Uoulnn lang,ung melalul

Kunjungan Walikota. UPM.
media ma...

Jumlah .... x 25% ....
3. Tingkst mendeaalmya

pelakaanakan keSiatan
a. Oampak keglluan
b. Waktu pelaksannan
c. Kondisi Ia

Jumlah .... x 20% ....
4. Keterkaitan dengan Kebijakan

Pemerintah Pusat/Oaetah
a. Jenis urusan
b. Tingkat uruean
c. Amanat/kese~tan dengan

Pemerintah Pusat Daerah
JumJah .... x 15% ....

5. Aspck Keuangan Daerah
a. Pembebanan Ang&lU1lJl Oaerah
b. Kemampuan mendulnmg

peningkatan pendapatan
doerah

c. Kemampuan mendukung
peningkatan perekonomian
daerah

Jumlah .... x 10% ....
Jumlah Score

B. FORMAT PEN!LAlAN USuu.N KEGIATAN EKSTERNAL/OU7WARD/PUBLIK

SKPD
FUNGSI/PROGRAM
KEGIATAN
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KeNO Kelompok

Kriteria/Variabel NllaJ Bobol Nilal
Variabel Cal'ai,ul._

I 2 3 4
I. Keterkaitan denpn

RPJPDfRPJMD
k. Visi..ml.i
b. Kebijalcan. prionla •• program
C. Tcmallk Tahunan KOla

Palembans --

Jum1ah .... )(30% ,...
2. Keterkaltan dengan Laporan

Survci M~emen "'=mennlahan
a. taporan Ha8i1 Monitonng dan

Evaluaai Penye1encPJUII
Pemerintahan Kecamatan/
Kehrraharr, FORKOMPANDA

b. Laporan Huil Survei Indeles
Kepuasan Layanan
Maayarakal

c. Informasi Media massa, UPM
dan lumber sumber lain

Jumiah .... x 30% ....
3. Kemcndesalcan pelaksanaan

kegiatan
a. Oampak kegiatan
b. Waktu pelaksanaan
c. Pengembangan ....pek efisimsi.

efektivitas clan transparansi
penyelengpraan
pemerintahan

Jumiah .... x 20% ....
4. Keterkaitan dengan Kebijakan

Pemerintah/Propinsi
a.Amanat/inatruksi Peraturnn

Perundang-undangan
b. Keaepakatan dengan

Pemerintah/Propinsi/Kabupat
en atau Kota lain

c. Tindak IanJut Peraturan
Perundang-undangan

Jumiah .... )(20% ....
JurnJab 500,...

SKPD
F'UNOSI/PROGRAM
KEOIATAN

C. FORMATPENlLAIANUSULANKEOIATANINTERNAL/INWARD/APARATUR:
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( )
( )
( )
( )
( )
( )

I
2.
3.
<4. del

Ketua
Sckrctarie
Anggota

Kclompok

FUNOSI KEOIATAN NILAl/SCORE RANKING

1 2 3 4

SKPO

E. FORMATREKAPITllLASI PENlLAIAN USULAN PER FUNOSI

( )
( )
( 11 )

( )
( )
( )

I.
2
3
4. dat

Ketu..
Sckrctaria
Anggota

Kclompok

No. KEOlA.TAN N1LAl/ SCOR£ RANKING

I :2 3 4

SKPO

O. FORMAT RF:t<APlTULASI PF.HI1..AlAN USULAN K&ClA.TAN
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